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MOTTO

”” Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil, kita baru

yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.!

(Evelyn Underhill)

Thttp://hitamputihkita.wordpress.com/pencerahan-2/|
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RINGKASAN

Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah
karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa
untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan
untuk masyarakatnya. Guna melancarkan pemerintahan tersebut di suatu desa
harus menjalankan atau melakukan pemilihan kepala desa yang sangat penting
untuk menentukan roda pembangunan masyarakat desa sehingga dapat memimpin
suatu desa dan menjalankan kewajiban untuk memajukan suatu pemerintahan
daerah. Namun dalam Pemerintahan Desa, istilah lurah sering rancu dengan

jabatan kepala desa. Secara historis pemimpin suatu desa masih sering di sebut

dengan lurah. Dalam hal ini, lurah merupakan pimpinan dari [kelurahan{ dan

sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada|Camat| Kelurahan adalah desa yang berada di Ibukota

Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif.
Dengan asumsi bahwa desa-desa dalam wilayah itu lebih mencirikan lingkungan
masyarakat  perkotaan. Sedangkan desa berhak atau boleh  untuk
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun di dalam kenyataannya
masyarakat masih seringkali menganggap istilah Kepala Desa dan Lurah itu sama.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka akan diteliti dan dibahas lebih lanjut
dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi yang berkaitan dengan verifikasi partai
politik. Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah
mengenai: Pertama, Bagaimana kedudukan Desa dan Kelurahan di dalam
Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, Bagaimana sistem kerja Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam

menjalankan pemerintahannya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami
kedudukan dan sistem kerja Kepala Desa dan Kepala Kelurahan apakah
kedudukan dan sistem kerja Kepala Desa dan Kepala kelurahan itu sama dalam
Pemerintahan Daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan
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skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (Legal Research).
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue
approach). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Hasil tersebut

dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis).

Pada pembahasan akan menjawab rumusan masalah yaitu mengenai
kedudukan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan berdasarkan Undang-undang
nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan menjelaskan tentang
sistem kerja Kepala Desa dan sistem kerja Kepala Keluarahan dalam menjalankan

pemerintahannya.

Kesimpulan dalam skripsi ini Kedudukan desa dan kelurahan dalam
Pemerintahan Daerah hampir sama, namun Pemerintahan Desa bertanggung
jawab langsung kepada Bupati atau Walikota sedangkan Kelurahan bertanggung
jawab kepada kecamatan terlebih dahulu sebelum diajukan kepada Bupati atau
Walikota. Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD,
membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa,
mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desanya di
dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk
mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu berbeda
dengan Kelurahan yang dapat disimpulkan dalam Pasal 7 PP nomor 73 tentang
kelurahan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah
melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah
kerjanya. Dalam pasal 8 ayat (1) Pemimpin satuan kerja tingkat kelurahan
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi masing-masing.
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